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SALINAN

PEMERINTAH KABUP.ATEN KEDIRI

PE:IATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN'RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDIRI,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang penting guna membiayai pelaksanaan 6iemerintah daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

te.:iang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Pajak

Daerah dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana djmaksud dafam hurul

a darr huruf b, perlu membentuk Pcraturan Daerah tentang Pajai(

Daerah;

Undang-Undang l.Jomor 12 TahLrn 1 950 tentangl Pembeniukan

Daerah-daerah Kabr.rpaten dalarn l. inglkr-rrr-r1an Proprns' iav.,a TimLrr

sehagaimana telah diubatr dengan Urrdang-tJnclang; Nonror 2 Tillrr_rrr

19 ' 
- (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1065 Nornor 1 9

':,, -'1,'rhan Ler'rbai'an I'Jegara Republik lndonesia Nonror 2730) ;

U:";rl i:ng-Undang Nonror B Talrun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 320S):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang;rn Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor d7,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286) ;

\

\
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20M tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 4377) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor '12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4M4);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Reoublik lndonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral

dan Batubara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4s59);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisalaan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4966) ;

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomr>r

5049) ;

''!2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan,dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3643);



l3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor

50, Tambaharr Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4200);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang .Jalan (t-ernbraran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 86, Tanrhiilr;rn

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4655).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Arr Tanah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20OB Nomor 83.

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4859).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20'10 tenlang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Palak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5161);

lS.Peraturan l4enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

19. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 186/PMK.0712010 Nomor 53 Tahun 20'10 tentang lahapan

Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

sebagai Pajak Daerah,

20, Peraturan Bersama Menleri Keuangan dan Menteri Dalam Neqerr

Nomor 213/PMK.O712010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan

Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan sebagai Pa.jak Daerah):

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri (Lembaren Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/Seri

D);

22.Peraluran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kedrri Tahun 2008

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 51),



Dengan Porsefujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATIKEDIRI

MEiTtUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
DAERAH.

TENTANG PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

'1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daeratr adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

4. Pajak Daerah, yang selanjutn)/a di sebut palak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yeng terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
'a 

lnstansi Pemungut Pajak Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut DPPMD Kabupaten Kediri.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ataLt modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melipuli pe!'seroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan.bentuk badan

lainnya termasuk kontrak inveslasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah fiabupaten Kediri.

Palak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel

Hotel adalah lasilitas penyedia jasa peng inapan/peristira hatan termasuk lasa terkait

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos

dengan jumlah karnar lebiir dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

7.

8.

o

10.
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1 1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
I

' bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan

sejenisnya termasuk iasa boga/katering.

12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dbn/atau keramaian

yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,

atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang
' 

dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

17. Paiak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan

bumi untuk dimanfaatkan.

18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan

batubara.

19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maup.un yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan lempat penitipan kendaraan bermotor.

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara

21 , Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah

permukaan tanah.

23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung walet.

24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yailu collocalia fuchliap

haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimilikl, dikuasai, dan/atau' dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.

26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut

wilayah Kabupaten Kediri.

27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada

tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
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.28. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang

pribadi atau Badan.

31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,

beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang

pertanahan dan bangunan.

32. Subjek Palak adalah orang pribadi alau Badan yang dapat dikenakan Pajak

33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpa.jakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak

yang terutang.

35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saal, dalam Masa

Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan

subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewaliban sesuai

dengan ketentuan f,eraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan untuk Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diperlakukan sama dengan Surat Setoran

Pajak Daerah.

39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang

digunakan oleh Wa,iib Pajak untuk melapo*an data subjek dan objek Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangen perpaiakan daerah.
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SuratSeloranPajakDaerah,yangselanjutnyadisingkatsSPD'adalahbukti
pembayaranataupenyetoranpajakyangtelahdilakukandenganmenggunakanformulir

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh KePala Daerah.

SuratKetetapanPaiakDaerah.yangselanjutnyadisingkatSKPD,adalahsurat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya.iumlah pokok pajak yang terutang

SuratPemberitahuanPa'iakTerutang,yangselan.|utnyadisingkatSPPT,adalahsurat

yangdigunakanuntukmemberitahukanbesarnyaPajakBumidanBangunanPerdesaan

dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Paiak

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kttrang Bayar' yang selaniutnya disingkat SKPDKB'

adalahsuratketetapanpajakyangmenentukanbesarnyajumlahpokokpajak,.jumlah

kreditpajak'jumlahkekuranganpembayaranpokokpajak,besarnyaSankSiadministratif,

dan lumlah palak yang masih harus dibayar'

Surat Ketetapan Pa.lak Daerah Kurang Bayar Tambahan' yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT.adalahsuratketetapanpajakyangmenentukantambahanatasjumlahpajak

yang telah ditetapkan.

surat Ketetapan Paiak Daerah Nihil, yang selanjunya disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapanpajakyangmenentukan|umlahpokokpaiaksamabesarnyadenganjurnlah

kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pa.iak

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB' adalah

suratketetapanpajakyangmenentukanjumlahkelebihanpembayaranpajakkarena

jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pa.iak yang terutang, atau seharusnya tidak

terutang.

Surat Tagihan Palak Daerah, yang selanjutnya disingkat sTPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan paiak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda

surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undarlgan perpa.iakan daerah yang terdapat dalam Sural

Pemberitahuan Pajak Terutang, surat Ketetapan Pajak Daerah, surat Ketetapan Paiak

DaerahKurangBayar,suratKetetapanPaiakDaerahKurangBayarTambahan,Sural

Ketetapan Pa.jak Daerah Nihil, surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat

Tagihan Pa.lak Daerah, surat Keputusan Pembbtulan, atau surat Keputusan Keberatan'

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat

Pemberitahuan Pajak Terutang, surat Ketetapan Pajak Daerah, surat Ketetapan Palak

Daerah Kurang Bayar, surat Ketetapan Paiak Daerah Kttrang Bayar Tambahan. surat

Ketetapan Paiak Daerah Nihil, surat Ketetapan Pajak Daerah [-ebih Bayar. atau

terhadappemotonganataupemungtltanolehpihakketigayangdiatukanolehWaiib

Pajak.

41 .

42.

43.

45,

46.

47.

48.

49.
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50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,

yang ditutup derrgan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi

untuk periode Tahun Pajak tersebut.

52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, danlatau bukti yang dilaksarrakarr secara objektif dan profesional

berdasarkan sualu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuharr

kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk lu.luan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah peiabat pegawai

negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi wewenang

khusus oleh Undang-Undang rrntuk melakukan penyidik'an terhadap pelanggaran

peraturan daerah Kabupaten Kediri yang memuat kelentLran pidana.

54. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukli itu membuat terang tindak

pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

a. Paiak Hotel ;

b. Pajak Restoran ;

c. Pajak Hiburan ;

d. Pajak Reklame ;

e. Pajak Penerangan Jalan; '

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan i

S. Paiak Parkir ;

h. Pajak Air Tanah ;

i. Pajak Sarang Burung \{alet ;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



BAB III

PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek pajak

pasal 3
Dengan nama Pajak llotel dipungut pajak atas setiap petayan.rn yang disediakan oleh Hotel.

pasal 4
(1) objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hoter dengan pembayaran termasrk

jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas olah raqa dan hiburan

(2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Hotel ;

b. Motel ;

c. Losmen;

d. Gubuk pariwisata 
;

e. Wisma pariwisata 
;

f. Pesanggrahan;

g. Rumah penginapan dan sejenisnya,
h. Rumah kos dengan.lumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile.
teleks' internet' fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transpo(asi dan fasilitas selenis lainnva
yang disediakan atau yang dikelola Hotel;

(4) Tidak termasuk objek pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah
Provinsi dan pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d jasa tempat tingga! ci rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asLrhan, dan

panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e jasa biro perjaranan atau perjaranan wisata yang diserenggarakan oleh Hoter yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.

lrasal 5
(1) subjek Pajak Hoter adarah orang pribadi atau Badan yang merakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
(2) wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

o
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Baglan Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara penghifungan pajak

pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel adalah :

a. Hotel, dtetapkan sebesar 10olo (sepuluh persen);

b. Motel, ditetapkan sebesar 10olo (sepuluh persen);

c. Losmen, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

d. Gubug Wisata, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

A. e. Wisma Wisata, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen),

f. Pesanggrahan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen),

g. Rumah penginapan dan sejenisnya, ditelapkan sebesar 10% (sepuluh persen),

h. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar S % (lima
persen).

pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung denqan cara mengalikan tar.if

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

pasal 9

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keompat

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 10

(1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
(2) Pajak Hotel yang terutang dalam rniasa pajak ter.iadi pada saat pembayaran kepada

pengusaha Hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.
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BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objok, dan Subjek Pajak

Pasal 1 1

Dengan nama Palak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh

Restoran.

Pasal 12

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

(2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) meliputi :

a. Restoran;

b. Rumah makan,

c. Kafetaria;

d. Kantin/Depot;

e. Warung;

f. Bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering

(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi

pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembelr, hark

dikonsumsi ditempat pelayanan maupLrn di tempat lain.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksrrd ayat (1) adalah pelayanal

yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualar atau pembayarannya kurang darr

Rp.600.000,00/bulan (enam ratus ribu rupiah per bulan)

Pasal 13

(1)Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badarr yang membeli makanan dan/atal

minuman da ri Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua

Daear Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghifungan Pajak

Pasal 14'

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang

seharusnya diterima Restoran.

Pasal 15

Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).
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Paaal 16

- Besaran pokok Paiak Restoran yang lerutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 18

-\ (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pajak Restoran yang terutang dalant masa pajak teqadi pada saat pembayaran kepada

pengusaha restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 19

Dengan nama Pajak Hil .an dipungut paiak atas penyelenggaraan hiburan

Pasal 20

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jrrsa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, t inaraga dan sejenisnya,

d. pameran;

e. diskotik, kai'aoke, <lab malam dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat dan sulap;

g. permainan bilyar, golf dan boling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan,

i. panti pi.lat, refleksi, mandi uap/spa, dan pLrsat kebugaran (filness cenler),

j. pertandingan olal,raga.
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(3) Tidak termasuk <.rbjek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungul

bayaran, seperti Hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, upacara adat, dan
' kegiatan keagamaan.

Pasal 21

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Ponghitungan Pajak

F asal 22

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya

diterima oleh penyelenggara Hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

potongan harga dan tiket cuma-cuma ,,,ang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 23

Besamya tarif I rk untrrk setiap jenis Hiburan adalah sebagai berikut :

a. tontonan filn: rtap. sebesar 10% (sepuluh persen);

b, pagelaran keseni ditetapkan:

1 . pagelaran kesr rian tradisional, tal sebesar '10% (sepuluh persen);

2. pagelaran rusill Can busana sebesar 15% (lima belas persen);

c. kontes kecantika brna raga diter ,rn 20% (dua puluh persen);

d. pameran ditetapkr.rn sebesar 15% (lrrna b rrs 1 ..en) ;

e. diskotik, karaoke, klab malam ditetapkar resar 35% (tiga pulLrh lima persen),

f. sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar '15% (lima belas persen);

permainan ditetapkan:

1 . permainan bilyar sebesar 15% (lima belas rersen),

2. golf dan boling sebesar 25oh (lima belar ler.;en);

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan pe mairran ketangkasan ditetapkan sebesarl5 %

(lima belas persen);

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dar pusat kebugaran (fitness centefi ditetapkan

sebesar 35olo (tiga puluh lima persen);

j. oertandingan olahraga Citetapkan sebesar 1( /o (sspu;115 persen).

Pas,r, 24

Besaran pokok pajak Hiburan yang terutang i:lihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 d,sngan dasar pengenaan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22
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j
Bagian Ketiga

Wilayah pemungutan

pasal 25
' Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 26

(1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
sedangkan yang bersifat insidentir jangka waktunya sama dengan Jangka waktrr
penyelenggaraan hiburan.

(2) Pajak hiburan yang terutang daram masa pajak terlacii pada saat penyerenggaraan

hiburan atau sejak diterbitkan SpTpD

BAB VI

PAJAK REKI-AME

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek pajak

Pasal 27

Dengan nama Pajak Reklame dipungut palak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 28

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Rektame,

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksutJ pada ayat (l)meliputi :

''^' a. Reklame papan, bitlboard, videotron, megalron, dan sejenisnya;

b. Reklame kain,

c. Reklame melekat, stiker;

d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. Reklame udara;

g. Reklame apung ;

h. Reklame suara,

i. Reklame fitm/s/ide: dan

j. Reklame pe!'agaan

(3) Tidak termasuk obyek oajak Reklame adatah,

a. penyelenggaraan teklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
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b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi

untuk membedakan dari produk se.lenis lainnya;

. c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat

usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama

pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Femerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah; dan

e. penyelenggaraan Reklame yang dipergunakan untuk keperluan amal sepanjang tidak

melibatkan sponsor.

Pasal 29

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame

(2) Wajib Pajak Reklarne adalah orang pribadi ataLr Badan yang menyelenggarakan

Reklame.

(3) Dalam hat Reklame d iselengg ar:r ka n lrendiri s6s;rrr 13nqsr tng oleh orang pribadi ataLt

Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribacli alatr Badan tersebttl

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebul menjadi

Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 30

(1) Dasar pengenaan Paiak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklarne diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame

,,\. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Seklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang

digunakan, lokasi pe rempatan, waktu, jangka waktu penyelengga raa n, iumlah, dan

ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui

dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan

faktor-faKor sebagaimana dimaksud pada ayat(3).

(5) Cara perhitungan Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

dengan Peraturan KePala Daerah.

1E
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Pasal 31

. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

. a. Reklame papanlbillboadfuideotron/megatron dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh

lima persen) ;

b. Reklame kain sebesar 20 o/o (dua puluh persen);

c. Reklame melekat, stiker sebesar 25 o/o (dua puluh lima persen) ;

d. Reklame selebaran sebesar 20 o/o (dua puluh persen),

e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan sebesar 15 % (lima belas persen);

f. Reklame udara sebesar 20 o/o (dua puluh persen);

g. Reklame apung sebesar 10% (sepuluh persen);

h. Reklame suara sebesar 10 o/o (sepuluh persen);

i. Reklame filmlslide sebesar 5 o/o (lima persen);

j. Reklame peragaan sebesar 10 % (sepuluh persen).

A Pasal 32

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 34

(1) Masa Pajak Reklame (insidentil) adalah iangka waktu yang lamanya sama dengan

jangka waktu penyelenggaraan reklame yaitu harian, mingguan dan bulanan.

(2) Tahun pajak Reklame (permanen) adalah 1 (satu) tahun kalender.

(3) Saat pajak yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak

diterbitkan SKPD.

BAB VII .

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu

Nama, Objok, dan Subjek Pajak

Pasal 35

Dengan nama Pajak Pe.',r,angan Jalan clipurrgut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri nraupun diperoleh dari strmber lain
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Pasal 36

. (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

. sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi seluruh

pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayai ( 1 )

adalah:

a. penggunaan tenaga listrik oleh lnslansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang dari 200

KVa tidak memerlukan izin dari instansr teknis terkait.

Pasal 37

(1) Subjek Pajak Penei'angan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan

tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga lisirik disediakan oleh sumber lain, Wajib Paiak Penerangan Jalan

adalah Penyedia tenaga listrik.

Bagian l(edua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 38

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

,^ (2) Nilai Jual Tenaga Lrstrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal clari sumber lain ciengan pembayaran, Nilai Jtral

Tenaga I istrik ad:lah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya

oema!:li. r': kV,'', 1.'.:r tabel yrna ditagihkan dalam rekening listrik,

h dalarn 5i, terrac; listrik Cihas lkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian

listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 39

(1) Penggunaan tenaga tistrik sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas

alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)

(2) Tarif Pa.iak Penerang;rn Jalan ditetapkan sebesar 10% (;epuluh persen)

(3) Penggunaan tenag: listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Paiak Penerangan .lalatr

ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima oersen).
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Pasal 40

. (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Hasil penerimaan Pa.jak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan

penerangan jalan,

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 41

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagia n Keempat

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 42

(1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan

kalender.

(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutan{l dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan

tenaga listrik atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

UAB Vilt

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 43

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Loganr dan Batuan dipungut palak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau

permukaan bumi untuk dima nfaatkan.

Pasal 44
(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan adalah kegiatan pengambilan Mineral

Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

a. asbes;

b. batu tulis,

c. batu setengah permata;

d. batu kapur;

e. batu apung;

f . batu permata;

S bentonit;
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h. dolomit;

i. feldspar;

j. garam batu (hallte);

k. grafit;

l. graniUandesit,

m. gips;

n. kalsil;

o. kaolin,

p. leusit;

q magnesit;

r. mika;

s. marmer;

t. nitrat;

u. opsidien;

v. oker;

w. pasir dan kerikil,

x. pasir kuarsa;

y. perlit;

z. phospat;

aa. talk;

bb. tanah serap (ful/ers earfh);

cc. tanah diatome;

dd. tanah liat;

ee. tawas (a/um);

tf. tras;

gg. yarosif;

hh zeolit;

ii. basal;dan

ij. trakkit.

Dikecualikan dari objek Pa.jak Mineral Bukan Logam

dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak

dimanfaatkan secara komersial, seperii kegiatan pengambilan tanah untuk

keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel

listriMelepon, penanaman pipa airlgas; dan

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan

dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara kornersial.

(2) dan Batuan sebagaimana
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Pasal (5
' (tl subiek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang

. dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2)Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara penghitungan pajak

Pasal 46

(1)Dasar pengenaan Palak Mineral Bukan Logitm dan l3atuan adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengatikan
volumeltonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing
jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dr

lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkulan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh
instansi yang beruaenang dalam bidang pertarnbangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 47

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 21o/o (dua lima puluh
persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungut;an

Pasal 49

Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan yang terutahg dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 50

(1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1

(satu) bulan kalender.

20



,,

(2|PajakMineraiBukanLcgamdanBatuanyangterutangdalammasapajakterjadipada

saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau seiak diterbitkan SPTPD atau

. dokumen lain Yang diPersamakan.

BAB IX

PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 51

Dengan nama Pa.jak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempal parkir di luar badan

jalan.

Pasal 52

-- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di ltrar badan Jalan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.

termasuk penyediaan tempat penrtipan kendaraan bermotor'

(2) ObYek Pajak Parkir terdiri :

a. Usaha penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 'lalan.

b. Usaha penitipan kendaraan bermotor dan sejenisnya

(3) Tidak termasuk oblek Pa.iak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. penyelenggaraan tempat Parkir yang drsediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Daerah; dan

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk

karyawannYa sendiri.

Pagal 53

(i) Subjek Palak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan

bermotor.

(2) Watib pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat

Parkir.

Bagian Kedua

Dasar ?engenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 54

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayal (1) termasuk

potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa

Parkir.

21
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Pasal 55

. Tnrif Pajak Parkir ditetapkan sebesar '10% (sepuluh persen)'

Pasal 56
.BesaranpokokPajakParkiryangterutangdihitungdengancaramengalikantarifpajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 57

Pajak Parkir yanE terutang dipungut di wilayah daerah

Bagian KeemPat

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 58

(1) Masa Pajak Parkir adalah langka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender

(2) pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat

parkir atau sejak diterbitkan sPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 59

Dengan nama Pa.jak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah.

Pasal 60

(1)objekPajakAirTanahadalahpengambrlandan/ataupemanfaatanAirTanah,

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :

a. pengambilan dan/?tau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga

pengairan Dertaniar dan perikanan rakyat' serta peribadatan' dan

b. pengambilan daniatau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Daerah.

Paeal 61

(1) Subiek Palak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan

dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
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(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan

dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 62

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dinyatakan dalam rupiah

yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi su."nber air;

c. tu.iuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkurrgan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau

pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 63

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar ?-0o/o (dua puluh persen).

Pasal 64

Besaran pokok P:rjak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana a'i!'y:aksud dalam Pasal 63 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3),

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Pajak Air Tanah yang terutang di5,ungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 66

(1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pajak Air Tanah yang terutang dalam masa paiak terjadi pada saat pengambilan dan /

atau pemanfaatan air tanah atau seiak diterbitkan SKPD.
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BAB XI

. PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 67
' 

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau

pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 68

Objek Pajak Sarang Burung Walet adirlah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang

Burung Walet.

Pasal 69

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

_ pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet .

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 70

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlakir di

daerah dengan volume Sarang Burung Walel.

Pasal 71

Tarif Pajak Sarang Buru,.rg Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen),

Pasal T2

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan Paiak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 73

Palak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah,
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Bagian KeemPat

' Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 74

(1) Masa Pajak sarang Burung walet arJalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan

kalender.

(2) Pajak .Sarang Burung Walet yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat

pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet atau sejak diterbitkan SPTPD.

BAB XII

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Narna, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 75

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut paiak atas

bumi dan/atau bangunan.

Pasal 76 :

(1) objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik,

dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan

tersebut;

b. jalan tol;

c. kolam renang;

d. pagar mewah;

e. tempat olahraga;

f. galangan kaPal, dermaga;

g. taman mewah;

h. tempat penampunganikilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. menara.

(3) Objek Paiak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah objek Pajak Yang:

a. digunakarr oleh Pemerintah, Pernerintah Provinsi datr Pemerintah Daerah untuk

penyelenggaraan pemerintahan;

25



lo

. b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,

. kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk

. memPeroleh keuntungan;

- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; dan

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan Tanah negara yang belum dibebani

suatu hak.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak'

Pasal 77

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau

Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh

.^. manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki. menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas

Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau

Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasar,dan/atau memperoleh manfaat atas

Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 78

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,

kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan

perkembangan wilayahnya.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

Pasal 79

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikLtt :

(1) Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp 1 000.000.000,00 (satu milyard) ditetapkan

sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

(2) Nilai Jual Obyek Pajak lebih dari Rp. 1 000 000.000,00 (satu milyard) ditetapkan sebesar

0,2o/o (nol koma dua persen).
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Pasal 80

tiesa,anpokokPaiakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanyangterutangdihitung

dengan cara mengalikan ta'if sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan dasar

pengenaanpajaksebagaimanadimaksuddalamPasalTSayat(3)setelahdikurangiNilai

Jual Obiek Paiak Tidak fena PaiaX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4)'

Pasal 81

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP

(2)SPoPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusdiisidenganjelas'benar,danlengkap

serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya

meliputiletakobjekp"lax,setamout-lambatnya30(tigapuluh)harikerjasetelahtanggal

diterimanva SPOP oleh Sublek Paiak

Pasal 82

(1) Berdasarkan SPOP' Kepala Daerah nrenerbitkan SPPT'

tZl X"p.f" baerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

a. spop sebagaimana dimaksud dalam pasal B1 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah

WajibPajakditeEurSecaratertulisolehKepalaDaerahsebagaimanaditentukan

dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Paiak yang

terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang

disamPaikan oleh Wajib Pajak'

Bagian Ketiga

WilaYah Pemungutan

Pasal 83

paiak Bumi dan Bangurran pertlesaan dan perkotaan yang terutang dipungut di wilayah

daerah.

Bagian KoomPat

Masa Paiak

Pasal 84

(1) Tahun Paiak adalah iangka waktu 1 (satu) tahun kalender

(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan

tanggal 1 Januari.

(3) Masa Pajak dimulai tanggal "l Januari dan berakhir tanggal 31 Desember

berkenaan.

objek pajak

pada tahun
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BAB XIII

PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek. dan Subiek Pajak

Pasal 85

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 86

(l) ObJeK [:,a];rk {]ea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas

Tanah dan/atati Bangunan.

(2) Perotehan l-lak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meltputr .

a. pemindahan hak karena:

1) lual beli,

2). tukar trtenukar,

3) hib:rh,

4) htbah wasiat,

5). waris;

6). pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7). pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8). penun jukan pembeli dalam lelang,

9). pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

1 0) penggabungan usaha,

1 1).peleburan L.saha;

1 2).pernekaran usaha, atau

13) h ad i;t lr

tr peirrl)(jirail llak l)aru karena

1) kelantutan 1>r:lePasan hak, atau

2) it, irrar pel<:pasan hak.

(3) Hak atas taiiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a hak nritik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan,

u nak pa[a,

e. hak nrilik atas satuan rumah susun; dan

f. hak Pengelolaan.

I

/
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(4)objekpajakyangtidakdikenakanBeaPerolehanHakatasTanahdanBangunanadalah
. obiek Paiak Yang diPeroleh'

.a,negarauntukpenyelenggaraanpemerintahandan/atauuntukpelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

b.orangpribadiatauBadankarenakonversihakataukarenaperbualanhuktrmlain

dengan tidak adanya perubahan nama,

c. orang pribadi atau Badan karena wakaf, dan

d.orangpribadiatauBadanyangdigunakanuntukkepentinganibadah,

Pasal 87

(1) Subiek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau

Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau BangLtnan'

(2) Walib pa.lak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau

-^. Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 88

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai

Perolehan Obiek Pajak,

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dalam hal

a. jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar menukar adalah nilai pasar;

c. hibah adalalr nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah nilai pasar,

e. waris adalah nilai pasar;

f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasarl

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah niiai pasar;

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukttm

tetap adalah nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai

pasar;

j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar:

l. pelebura- ,saha adalah nilai pasar;

m. pemekai'ar usaha adalah nilai pasar.

n. hadiah aCalal nilai pasar, daniatau
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o. penunjukan pembeli dalam leiang adaiah harga transaksi yang tercantum dalam

risalah lelang.

. (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pa.lak sebagaimana drrnaksud pada ayat (2) huruf a sampal

dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digtrnakan dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar

pengenaan yang dipakai adalah NJOP Palak Bumi dan Bangunan'

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diletapkan sebesar

Rp 60.000.000,00 (en:m puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak

(5) Dalam hal perolehan hak karena wans atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi

yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajal

ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri,

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta ruPiah).

Pasal 89

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 90

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan dasar

pengenaan pajak sebaelaimana dimaksud dalam Pasal BB ayat (1) setelah dikurangi Nilai

Perolehan Oblek Pajak Tidak Kena Palak sebagaimana dimaksud dalam Pasal BB ayat (4)

dan/atau ayat (5).

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 91

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 92

(1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan l-lak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan

untuk:

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan d itandata nga ninya akta,

b, tukar-menukar adalah sejak tanggal dihLtat dan dltandatanganinya akta,

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandalanganinya akta,

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal ciibttal dan ditandatanganinya akta,

e. waris adalah sejak tanggal yang trersangkutan mendaftarkan peralihan haknya kc

kantor bidang pertanahan;
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f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat

dan ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap;

i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak

tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah seiak tanggal diterbitkannya surat

keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

l. peleburan usaha adalah sejaktanggal dibuatdan ditandatanganinya akta;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n. hadiah adalah sejaktanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti

pembayaran pajak.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani

risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftraran Hak Atas Tanah

atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti

pembayaran pajak.

Pasal 94

(1) Pejabat Pembuat Akta TanahNotaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan

lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.
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Pasal 95

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan

lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat

(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan

lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat

(1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIV

PETUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesafu

Penetapan

Paeal 96

(1) Penetapan Pajak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kepala Daerah dan/atau dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak.

(2\ Jenis Pajak yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. PajakAirTanah;

b. Pajak Reklame;

c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Penerangan Jalan;

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

f. Pajak Parkir;

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
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Baglan Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 97

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasaftan surat ketetapan

pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) harus diisi dengan jelas,benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan kepada Kepala Daerah

melalui pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah

berakhimya masa pajak.

(6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala

Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa karcis

dan notra perhitungan.

(8) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak atau kurang dibayar telah

jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan sanksi denda administratif sebesar 2%

(dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Paeal 98

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah

dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang

tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waKu 30

(tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung

secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
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Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan paiak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100o/o

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25o/o (dua

puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2o/o ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waKu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak

saat terutangnya pajak.

Ketenfuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi pungutan PBB.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (5), tidak

berlaku bagi pungutan BPHTB.

Pasal 99

(1) Tata c.lra penerbitian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB'

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana

dimaksud sebagaimana Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Bagian Ketga

Surat Tagihan Palak

Pasal t00

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah

tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
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(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2olo

(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya

pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pagal 101

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak

yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kefia setelah saat terutangnya pajak dan

khusus untuk PBB paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh

Wajib Pajak.

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPOKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang

harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam

jangka waktu paling lama 'l (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen)

sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah.

Paaal 102

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak

atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kelima

Keberatan dan Banding

Pasal 103

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat

yang ditunjuk, atas suatu:
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A. SPPT;

b. SKPD;

c. SKPDKB;

d. SKPDKBT;

e. SKPDLB;

f. SKPDN; dan

g. Pemotongan atiau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan-

alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,

tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika

wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah

yang telah disetujui wajib pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak

dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang

ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pon tercatat sebagai tanda

bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 10tl

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama dua 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal

surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak terutang.

(3) Apabila jangka waKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala

Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 105

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak

terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis

dalam bahasa lndonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
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(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai

dengan 1 (satu) bulan sejaktanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 106

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan membayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai

sanksi administratif berupa denda sebesar 50 o/o (lima puluh persen) dari jumlah pajak

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa

denda sebesar 50 o/o (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan

sanksi administratif berupa denda sebesar 100 06 (seratus persen) dari jumlah pajak

berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar

sebelum mengajukan keberatan.

Baghn Keenem

Pembetrlan, Pembatalan,

Pengurangan Kebtapan, dan Penghapusan ateu

Pengurangan Sanksi Admlnigtratf

Pasal 107

(1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatanya, Kepala Daerah dapat

membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan penerapan ketentan tertenfu dalam peratumn perundang-undangan

perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannya;
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b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan paiak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABXv

PENGEITBALIAN

KELEBIHAN PEIBAYARAN

Pasal 108

(1)Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka wa(u paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waKu sebagaimana dimaksud pada ayal (21 dilampaui, kepala

daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu

paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waKu 2 (dua)

bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BABXVI

KEOALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 109

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat Paksa

tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal ll0
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

PETBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal l'll
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau

pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah.
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(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu

dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah.

BABXVIII

INSENTIF PEIUNGUTAN

Paeal ll3
(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABXIX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal ll4
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang

pengadilan;
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b. Peiabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Drerah untuk memberikan

keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang

bemenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah benrvenang memberi izin tertulis kepada

peiabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buKi tertulis dari atau

tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(S) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas

permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,

Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan

memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama

tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 115

(1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh peiabat yang benvenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana perPajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah;
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BABXXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang

tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar.

Pasal 117

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5

(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhimya

Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,

dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buKi tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang ses@rang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang unfuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

pejabat Polisi Negara Republik lndonesia, sesuai dengan ketenfuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Pasal llE
(1) Peiabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya

tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak

memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayal (1) dan aVal (2)

dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutran terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4)Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib

Pafak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 1{9

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penerimaan negara.

BABXXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

(1) Selama belum ditetapkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka seluruh

ketentuan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan jenis

pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam perafuran Daerah

yang bersangkutan masih dapat ditagih sehma jangka waktu 5 (tima) tahun terhitung

sejak saat terutang.

BABXX[l
KETENTUAT{ PENUTUP

Pasal {21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

43
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Paeal122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kediri Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ( Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat ll Kediri tanggal 19 September 1998 Seri A Nomor 2/A );

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kediri Nomor 14 Tahun 1998 tentang

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat ll Kediri tanggal 19 September|998 Seri A Nomor 3/A);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Drerah Tingkat ll Kedili Nomorl6 Tahun 1998 tentang

Paiak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kediti tanggal 19

September 1998 Seri A Nomor 5/A);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Televisi

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 1/A Seri A);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 2/A Seri A);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paiak Restoran

(Lembaran Daerah lGbupaten Kediri Tahun 200'l Nomor 3/A Seri A);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pencucian

Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kdiri Tahun 2001 Nornor 4/A Seri

A);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pajak Penggunaan

Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 5/A Seri A)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah i,lomor 16 Tahun 2002 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

9. Peraturan Daerah lGbupaten Kediri Nomor t't Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung

Walettsurung Sriti di Kabupaten Kediri ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002

Nomor 10 Seri B ); dan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor I Tahun 2006 tentang Pajak Reklame

( Lembaran Daerah lGbupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 8 );

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paaal 123

Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkdaan sebagaimana diatur dahm

Perahrran Daerah ini mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2014.
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Pasal 124

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Petaturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 9-2-2011
BUPATI KEOIRI,

tr
HARYAT{TI SUTRISI{O

Diundangkan di Kediri

padatanggal 9-2-2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEil KEDIRI,

frd

suFoYo
LETBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2OII NOrcR I

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATIKEDIRI

SEKRETARIS DAERAHn\lt" _

SUPOYO



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

BahwadenganberlakunyaUndang.UndangNomor2STahun200gtentangPajak

Daerah dan Retribusi Daerah maka undang-Undang Nomor'18 Tahun 1997 tentang

PajakDaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunl99T

Nomor4l,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor36S5)sebagaimana

telahdiubahdenganUndang.UndangNomor34Tahun2000tentangPerubahanatas

Undang-UndangNomorlsTahunlggTtentangPajakDaerahdanRetribusiDaerah

luemuaranNegaraRepubliklndonesraTahun2000Nomor246,TambahanLembaran
NegaraRepubliklndonesiaNomor4048)dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Untukmeningkatkanakuntabilitaspenyelenggaraanotonomi,PemerintahDaerah

diberikan perluasan kewenangan yang lebih besar dalam perpaiakan dengan

memperluas basis pajak Daerah selama perluasan basis pa.iak yang dilakukan sesuai

dengan prinsip pajak yang terbaik dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam

penetapan tarif .

Berdasarkan Pertimbangan

dengan memPerluas basis Paiak

menambah jenis Pajak baru'

Dengan diberlakukannya Undang.Undang Nomor 28 Tahun 2009, kemampuan

Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah

dapatdenganmudahmenyesuaikanpendapatannyasejalandenganadanyapeningkatan

basisPaiakDaerahdandiskresidalampenetapantarifDipihaklain'dengantidak
memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan

memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewaiiban

perpa.iakannYa

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAI-

Pasal 1

CukuP ielas.

Pasal 2

CukuP jelas

tersebut, perluasan basis Pajak Daerah dilakukan

yang sudah ada' mendaerahkan pajak pusat dan



.)

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian aPartemen,

usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

PasalT

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas,

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup !elas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup ielas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin
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' ' ; 
Pasal 19

CukuP jelas.

Pasal 20

' CukuP jelas.

Pasal 21

CukuP jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b angka 1

Yang dimaksud dengan 
.,hiburan berupa kesenian rakyautradisional,, adalah

hiburan kesenian rakyaUtradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan

dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan

masYarakat.

angka 2

CukuP jelas.

Huruf c

CukuP ielas.

Huruf d

CukuP jelas.

Huruf e

CukuP jelas.

Huruf f

CukuP jelas.

Huruf g

CukuP jelas.

Huruf h

CukuP ielas.

Huruf i

CukuP jelas.

Huruf j

CukuP ielas.

Pasal 24

CukuP jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal2T

Cukup.lelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Reklame papan, hillfu,anl. t'ideotron, meg(ttron, dan seienisnya adalah

reklame yang dibuat dari papan. kayu, seng, alumunium. besi, elektronik

atau bahan lain yang sejenis yang dipasang menggunakan tiang penyangga'

digantungkan, dan ditempelkan pada bangunan yang termasuk bando jalan,

papan bertiang, tempel, neon box, tenda promosi, tinplate.

Huruf b

Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kainlfinil atau bahan lain

yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, layar toko/ warung,

benner/baliho, flag chain.

Huruf c

Reklame melekat, stiker adalah reklame yang dibuat dari kertas, plastik, cat

atau bahan yang sejenisnya yang menggunakan pelekat pemasangannya

melepas tutup perekat terlebih dahulu, ditulis atau digambar/dicat pada

bangunan, dinding, pintu dan sebagainya termasuk painting, posler.

Huruf d

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran paling besar I

(satu) folio yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau

dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan,

digantung pada tempat lainnya termasuk katalog, pamlel, brosur, leaflet.

Huruf e

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis,

digambar, ditempatkan pada kendaraan.

Huruf f

Reklame udara reklame yang diselenggarakan diudara menggunakan balon

udara, loser, pesawat atau lainnya yang sejenis.

Huruf g

Reklame apung reklame yang diselenggarakan diatas sungai atau

bendungan menggunakan perahu dan sejenisnya.

5



Huruf h

. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan kata-'. kata yang diucapkan dengan alat pengeras suara.

' Huruf i

Reklame film/sfde adalah reklarne yang diselenggarakan dengan cara

memutar film atau mempergunakan klise atau alat-alat lain yang sejenis

yang selanjutnya dipancarkan pada layar putih atau sejenisnya untuk

memutar film promosi suatu produk, baik diluar maupun didalam gedung

atau bangunan.

Huruf j

Reklame peragaan adalah reklarne yang diselenggarakan dengan cara

memperagakan produk yang diiklankan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29
'\t' 

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup lelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

- Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Sumber !ain adalah tenaga listrik yang tidak dihasilkan sendiri, contoh PLN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup ielas.
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Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup lelas.

Ayat (2)

f arip 10o/o (sepuluh

pertokoan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas,

Pasal 50

Cukup ielas.

Pasal 51

Cukup ielas.

Pasal 52

Cukup jelas.

persen) dikenakan antara lain untuk rumah tangga dan



'' Pasal 53

CukuP jelas.

. Pasal 54

CukuP jelas.

Pasal 55

CukuP ielas.

Pasal 56

CukuP jelas.

Pasal 57

CukuP jelas.

Pasal 58

CukuP jelas

Pasal 59

CukuP jelas.

\- Pasal 60

Ayat (1)

CukuP ielas.

Ayat (2)

Huruf a

-Yang dimaksud dengan keperluan dasar rumah tangga mencakup

keperluan air minum, mirsak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah'

-yang dimaksud dengan pengairan pertanian dan perikanan rakyat adalah

merupahan budi daya pertanian vang meliputi berbagai komoditi

holtikultura,perikanan'peternakan,perkebunan,dankehutananyang

dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih

- dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga'

pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air

tanah dalam jumlah banyak, antara lain' palawija dan jagung'

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 61

CukuP jelas.

Pasal 62

CukuP jelas.

Pasal 63

CukuP jelas.

Pasal M
CukuP jelas.

6



o

Pasal 65

. Cukup jelas.
' 

Pasal 66

' Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksr.id dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang

digunakan oieh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di

tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak

pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan"

adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan

umum, dan nyata-nyata tidak dituiukan untuk mencari keuntungan Hal ini

dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah
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tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial,

. kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk

pengertian ini adalah hulan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Cukup ielas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

CukuP jelas.

Huruf f

CukuP jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

PasalTT

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Penetapan N-IOP dapat dilakukan dengan:

a. perbandi::Ean harga dengan objek lain yang seienis, adalah suatu

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek paiak dengan cara

membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya

berrjekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya'

b. nilai peroiehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual

suatu ob.lek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan

untukmemperolehobjektersebutpadasaatpenilaiandilakukan,yang
dikurangidenganpenyusutanberdasarkankondisifisikobjektersebut.

c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatanimetode penentuan nilai jual

suatu otljek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obiek pajak tersebul.

Ayat (2)

Pada ,casai"nya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali, trntuk Daerah

te!-tentu yang nerkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP

yangcukupbesar,makapenetapanNJoPdapatditetapkansetahunsekali'

Ayat (3)

CukuP ielas
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Pasal 79

. Cukup jelas.

Pasal 80
' Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu

dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh iuta rupiah).

Contoh 1 :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 39.499 m2 dengan harga jual Rp 27.000,00/m2;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1, NJOP Bumi: 39 499 x Rp 27 000,00 = Rp 1.066.473'000 000,00

2, Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 1.066.473.000 000,00

3. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah untuk NJOPKP RP

. 1.000.000.000,00 atau lebil"r sebesar 0,2%.

4. PBB terutang :

0,2% x Rp 1.066.473.000.000,00 = Rp 2.132.946.000'00

Contoh 2 :

Wajib pajak B mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 531 m2 dengan harga jual Rp 160.000,00/m2l

- Bangunan seluas 60 m2 dengan nilailual Rp 2'10 000,00/m2;

- Taman seluas 50 m2 dengan nilaijual Rp 50.000,00/m2;

- Pagar sepanlang 20 m dan tinggi rata-rata pagar 1'5 m dengan nilai jual

RP125.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut

1. NJCP Bumi: 531 x Rp 160.000.00 = Rp 84.960 000'00

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi

60 x RP 210 000,00 = RP 12 600.000,00

b. Taman

50 x Ro 50.000,00 = RP 2.500.000,00

c. Pagar

(20 x 1,5) x Rp 125.000,00 =_XL J.750.000'09*

Total NJOP Bangunan = Rp 18 850.000'00

NJOPTKP = ,Bqje !00 !00 ig_
Nilai Jual Bangunan Kena Paiak = Rp 8 850 000'00



12

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 93.8'10.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk NJOPKP

kurang Rp 1 .000.000.000,00 sebesar 0,1 %.

5. PBB terutang :0,1Yox tlp 99.810.000,00 = Rp 93 810,00

Pasal 81

Ayat (1)

Pendataan dilakukan apabila ada perubahan objek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup ielas.

Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk

Perkotaan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Contoh:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunaq dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp 65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.60.000.000,00 (-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena F'ajak = Rp. 5.000.000,00

Pajak Yang Terutang = 5olo x Rp5.000.000,00 = Rp. 250.000,00
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Pasal 91

' CukuP ielas

Pasal 92

CukuP jelas

Pasal 93

AYat (1)

CukuP jelas'

AYat (2)

Yangdimaksuddengan..risalahlelang''adalahkutipanrisalah|elangyang

ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara

AYat (3)

CukuP jelas'

Pasai 94

CukuP jelas'

{.-- Pasal 95

CukuP jelas.

Pasal 96

CukuP jelas.

Pasal 97

AYat (1)

CukuP jelas.

AYat (2)

SpTpD untuk jenis pajak yang bersifat Self Assesment berfungsr untuk

melaporkan perhitungkan daniatau pembayaran paiak'

AYat (3)

CukuP jelas.

AYat (4)

CukuP jelas.

AYat (5)

SpTpD untuk jenis pajak yang bersifat Official Assesment sebagai dasar untuk

menerbitkan SKPD.

AYat (6)

CukuP jelas.

Ayat (7)

CukuP jelas.

AYat (8)

CukuP jelas.
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Pasal 98

. Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar

sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang

disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya

data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus

tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wa.iib Pajak tertentu yang nyata-

nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal

dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010.

Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan

SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala

Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil

pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang

terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan

SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah dit€rbitkan

SKPDKB, apabila dalam.iangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah

pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,

Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah

pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan

SKPDN,

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "penetapan paiak secara ,iabatan" adalah

penetapan besarnya paiak terutang yang dilakukan oleh Kepala
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Daerah atau pejabat yang dituniuk berdasarkan data yang ada atau

keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi

kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang

tidak atau terlambat dibayar. Sanksi adminiskatif berupa bunga dihitung sejak

saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wejib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau

data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan

sehingga palak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan

sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah

kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Walib Pajak

melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalar-n hal Wajib Pajak tidak mementtlri kewajiban perpajakannya sebagaimat ra

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajih Pajak tidak mengisr SPTPD

yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

pajak sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabalan

melalui penerbitan SKPDKB.

selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25o/o (dua puluh lima

persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan.

sanksi adminiskatif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai

dengan diterbitkannYa SKPDKB,
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Pasal 99

. Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

CukuP jelas.

Pasal 104

CukuP jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.
/-\ 

Pasal 106

CukuP jelas.

Pasal '107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

CukuP ielas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain, lahan

pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai

atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 1 't 1

Cukup jelas,
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Pasal 112

. Cukup jelas.
- 

Pasal 113

' Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah

dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan

pernungutan Pajak.

AYat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

CukuP jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 1 1 5

Cukup jelas.

Pasal 1 16

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 1 18

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan

mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga

agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat

mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Pasal 1 19

Cukup jelas.

Fasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jeias.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

TAMBAHAN I-EMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 86
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NOMOR : 1 TAFTUN 2011 (
TANGGAL t9-2-2O11 .

GARA PERHITUNGAN NILAT SEWA REKLAME

lilai sewa reklame dihitung berdasarkan peniumlahan Nilai jual obyek Palak (NJOP) reklame dengan nilai strategis penyelenggaraan reklame dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Sewa Reklame = NJOP Reklarne + Nilai strategis

jontoh :

iEKI,.AME PERMANEN:

rto. JENIS REKLAME
JANGKA

WA}MJ
SATUAN NJOP Reklame

Al CTD TEI NILAI SEV'A REKLAME

KLAS A KLAS B KLAS C KI-AS A KI.AS B KLAS C
(5+51 (5+7) 15+8)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1 MEGATRON J TAHUN 1M2 Rp 3,200,000 Rp 800,000 Rp 480,000 Rp 320,000 Rp 4,000,000 Rp 3,680,000 Rp 3,520,000

:EKLAiiE INSIDENTIL:

to. JENIS REKLAME
JANGKA
WAKTU

SATUAN NiOP Reklame NILAI STMTEGIS NII,.AI SEWA REKLAME
(5+6)

1 2 3 4 5 6 7
1 KAIN / SPANDUK 1 BUIAN 1M2 Rp 24,000 Rp 6,000 Ep s0,000

Keteranoan:

' NJOP Reldame adalah keseluruhan pembayarary'pengeluaran biaya yang dikeluartan oleh pemilik dar/alau penyelenggara termasuk biaya /harga beli bahan reklame,
konstruksi, intalasi lisbik, pembayararVongkos perakitan, peman€ftln, peragaan, ditayangkan dan/atau terpasang, di tempat yang telah diizinkan.

dibidang berbagai 6pek kegiabn ditidang usaha.

Disalln sesual dengan asllnya
a.n. BUPATIXEDIRI

sEKgftlnr} DAERAH

v4" -
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ttd
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